Implekmel‘ntasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Rutin Terhadap
Protoko
Notaris Di Kabupaten Sleman
DWIRIKA WIDYA PUTRI, Dr. Khotibul Umam, S.H. LL.M.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adjie, Habib, 2007, Hukum Notaris di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Surabaya.

, 2014, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, PT. Citra Aditya
Bhakti, Bandung.

, 2017, Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan
Notaris, PT. Rafika Aditama, Bandung.

, 2017, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat
Publik, Refika Aditama, Bandung.

Agustan Ley dan Khaitulnas, 2018, Tata Kelola Kantor Notaris dan PPAT, UIl Press,
Yogyakarta.

Ali, Achmad, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan, Kencana, Jakarta.

Ansori, Abdul Ghofur, 2016, Lembaga Kenotariatan Indoensia Persefektif Hukum dan
Etika,, Ull Press, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Rina Cipta,
Jakarta.

Azwar, Saiffudin, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Budiono, Herlien, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT.
Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Darus, M. Lutfan Hadi, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris, Ull Press,
Yogyakarta.

Efendi, Lutfi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang.

Hidayat, 1986, Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan, Gadjah Mada Press,
Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

HS, H. Salim, 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta.



Implekmel‘ntasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Rutin Terhadap
Protoko

Notaris Di Kabupaten Sleman

DWIRIKA WIDYA PUTRI, Dr. Khotibul Umam, S.H. LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Khairulnas& Lely Agustan, 2018, Tata Kelola Kantor Notaris dan PPAT, Ull Press,
Yogyakarta.

Tobing, G.H.S., Lumban, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Marzuki, Petter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.

Mulyoto, 2019, Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Prodi MKN, Cakrawala Media,
Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi, H. Hadari, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dala Pembuatan Akta, CV.
Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta.

Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Subekti, Henricus, 2018, Badan Usaha, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Subekti, R.&R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta.

Sulihandari, Hartanti& Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia
Cerdas, Jakarta Timur.

Sumardjono, Maria S.W., 1997, Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar,
Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Tjitrosudibio, R. Subekti, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha,
Jakarta.

Zed, Mestika, 2007, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.



Implekmel‘ntasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Rutin Terhadap
Protoko

Notaris Di Kabupaten Sleman

DWIRIKA WIDYA PUTRI, Dr. Khotibul Umam, S.H. LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03,
Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 5491)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2006 tentang Formasi
Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, Formasi Notaris.

C. THESIS

Denta, Rendy Permana, 2014, Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah
terhadap Notaris yang Belum Satu Tahun Berpraktek di Kabupaten
Kulonprogo, Tesis, Program Magister Kenotariatan UGM.

Paramita, Yuana Rizka, 2017, Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi
Tugas dan Jabatan Notaris di kabupaten Bantul, Tesis, Program Studi Magister
Kenotariatan UGM.

D. ARTIKEL MAJALAH

S, Deden, 2019, Karakter dan Skiill Membangun Kualitas Notaris, PT. Jurnal Renvoi
Mediatama.

, 2019, Penguatan Profesionalitas Notaris Harus diperhatikan, PT. Jurnal
Renvoi Mediatama.

Setyawan, Irwan, 2019, Sekecil Apapun Pelanggarannya Tetap Berakibat Buruk
Terhadap Profesi, PT. Renvoi Mediatama.



Implekmelntasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pemeriksaan Rutin Terhadap
Protoko

Notaris Di Kabupaten Sleman

DWIRIKA WIDYA PUTRI, Dr. Khotibul Umam, S.H. LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

E. INTERNET

Ramdani, Yani, “Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan Kemampuan
Komunikasi,  Penelaran, dan  Koneksi  Matematis dalam  Konsep Integral”,
http://www.jurnal.upi.edu/file/6-yani_ramdhani.pdf, diakses pada tanggal 10 September 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 21.33.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019
pada pukul 23.15 WIB.


http://www.jurnal.upi.edu/file/6-yani_ramdhani.pdf

